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ABSTRAK  

Penelitian ini membahas pertimbangan hukum hakim dalam 
menentukan kerugian konstitusional sebagai dasar kedudukan 
hukum (legal standing) pemohon dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 222 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
mengenai presidential threshold. Permasalahan penelitian difokuskan 
pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai kerugian 
konstitusional pemohon sebagai syarat kedudukan hukum dalam 
pengujian undang-undang. Metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan 
hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian 
dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan substantif 
dalam menilai kedudukan hukum pemohon dengan menempatkan 
hak politik warga negara sebagai bagian dari hak konstitusional 
yang dapat dirugikan akibat keberlakuan norma presidential 
threshold. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya perluasan 
penafsiran terhadap konsep kerugian konstitusional, khususnya 
terkait sifat kerugian dan hubungan sebab-akibat antara norma 
yang diuji dengan kerugian yang didalilkan. Perspektif siyasah 
qadha‟iyyah memandang bahwa penentuan legal standing harus 
dilakukan secara objektif dan proporsional agar tetap menjaga 
keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional dan 
kepastian hukum dalam peradilan konstitusi. 

Kata Kunci: Legal Standing, Kerugian Konstitusional, Mahkamah 
Konstitusi, Presidential Threshold, Siyasah Qadha‟iyyah. 
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ABSTRACT 

This study examines the judges‟ legal considerations in 
determining constitutional impairment as the basis for the 
petitioner‟s legal standing in Constitutional Court Decision 
Number 62/PUU-XXII/2024 concerning the judicial review of 
Article 222 of Law Number 7 of 2017 on General Elections 
regarding the presidential threshold. The research focuses on the 
Constitutional Court‟s considerations in assessing constitutional 
impairment as a requirement for legal standing in judicial review 
proceedings. This research employs normative legal research using 
statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were 
obtained through library research consisting of primary and 
secondary legal materials, which were then analyzed descriptively 
and analytically.The results indicate that the Constitutional Court 
applied a substantive approach in assessing the petitioner‟s legal 
standing by recognizing citizens‟ political rights as constitutional 
rights potentially impaired by the implementation of the presidential 
threshold provision. The Court‟s considerations demonstrate an 
expanded interpretation of constitutional impairment, particularly 
regarding the nature of the impairment and the causal relationship 
between the challenged norm and the impairment claimed by the 
petitioner. From the perspective of siyasah qadha‟iyyah, the 
determination of legal standing must be conducted objectively and 
proportionally in order to maintain a balance between the 
protection of constitutional rights and legal certainty within 
constitutional adjudication. 

Keywords: Legal Standing, Constitutional Impairment, 
Constitutional Court, Presidential Threshold, Siyasah Qadha‟iyyah. 
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